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Pejabat pentausahan keuangan (PPK SKPD) pada Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung tidak melakukan pengujian secara langsung atas tagihan pembayaran
dalam melaksanakan prosedur pencairan danadan dokumen tidak memenuhi
kelengkapan yang telah ditentukan maka pencairan akan mengalami
keterlambatan. Dari malasah yang diuraikan penulismencoba membahas “Apakah
prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan?”.

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur
kesesuaian pencairan dana belanja langsung pada Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung dengan cara melakukan proses prosedur pencairan dana belanja langung
dilaksanakan oleh masing-masing bagian yaitu: Kontraktor/rekanan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat
Penatausahaan Keuangan, Kepala SKPD / Pengguna Anggaran, PPKD Selaku
Bud Pemda.

Hasil yang diperoleh dari penelitian Pejabat penatausahaan keuangan (PPK
SKPD) pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tidak melakukan pengujian
secara langsung atas tagihan pembayaran dalam melaksanakan prosedur pencairan
dana belanja langsung, sedangkan menurut prosedur yang ada pengujian secara
langsung yang dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD) atas
tagihan pembayaran harus dilakukan. Karena pejabat penatausahaan keuangan
(PPK SKPD) langsung membubuhkan paraf dan melihat secara langsung
kelapangan. Maka perlu dilakukan proses kembali agar tidak menghambat
kegiatan pembangunan.



